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Pemberantasan Korupsi

OHN Emerich Ed-
ward Dalberg Acton
atau lebih dikenal de-

ngan nama Lord Acton, per-
nah mengungkapkan pera-
saannya tentang kekuasaan
dan korupsi. Bahwa kekua-
saan cenderung untuk ko-
rupsi dan kekuasaan yang
absolut cenderung korupsi
absolut,
Ungi_&apm

ini  ternyata

-an masih rele-

Van dengan kasus-kasus ko-
rupsi yang melanda Indone-
sia. Koran Pikiran Rakyat
minggu lalu pernah merilis
lebih sepuluh kepala daerah
yang sekarang berstatus seba-
gai koruptor, yang suka atau
tidak, mereka sekarang men-
Jjadi musuh masyarakat.
Operasi tangkap tangan
(OTT) yang dilakukan Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) terhadap Wali Kota
Bekasi secara yuridis norma-
tif memang bukan hal yang
Juar biasa, karena itu tugas
KPK memberantas korupsi
sesual dengan UU Nomor 19
Tahun 2019 lentang Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Di tengah keraguan ma-
syarakal tentang kinerja KPK,
pascarevisi undang-undang-
nya serta kehilangan puluhan
penyidiknya, KPK berangsur-
angsur memulibkan keper-
cayaan dirinya untuk meraih
kepercayaan kembali dari
masyarakat.

Revisi UU KPK isinya se-
benarnya tidak melulu disi-
nyalir melemahkan kekuatan
KPK. Akan tetapi, sebenar-
nya di dalamnya terkandung
perubahan yang membawa
perbaikan dalam  sistem
penegakan hukum pidana
dan sistem peradilan pidana.
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Pemangkasan wewenang
penyadapan tanpa izin mi-
salnya, itu merupakan kema-
juan karena menghormati
hak seseorang untuk tidak
dimata-matai tanpa adanya
izin yang jelas dari pengadil-
an dus menghormati prinsip
due process of lmw dalam
sistem peradilan pidana.
Pun demikian dengan ada-
nya wewenang penghentian
penyidikan melalui lembaga
SP3, menunjukan KPK
mengetahui dan menyadari,
dalam suatu proses peradil-
an (pidana) tidak boleh ada
perkara yang tidak ada
ujungnya, sekaligus juga
memberi kejalasan kepada
status seseorang yang be-
perkara.

Pemberantasan
Pemberantasan korupsi
memang harus dilakukan
bersama-sama, melalui me-
kanisme pencegahan dan pe-
nindakan. Namun, efektivi-
tasnya akan terasa manakala
lembaga penegakan hukum
yang diberi wewenang untuk
itu, seperti kepolisian dan
kejaksaan, bahu-membahu
melakukan hal yang sama.
Walaupun dari sudut be-
ban tentu saja kepolisian dan
kejaksaan lebih berat, karena
semua penyelesaian tindak
pidana merupakan tugas
mereka. Lain halnya dengan

dana korupsi.

Yang terasa kurang men-
dapat perhatian dari kepo-
lisian, kejaksaan, dan KPK
dalam memberantas korupsi
adalah kesepahaman dan ke-
selarasagn masing-masing,

Ketiga lembaga penegakan
hukum ini belum terdengar
membentuk forum semacam
Mahkejapol  (Mahkamah
Agung, Menteri Kehakiman,
kejaksaan, dan kepolisian),
yang diflu sangat efektif da-
lam penyelesaian perkara pi-
dana in casu di dalamnya
pemberantasan korupsi.

Betul menurut Kitab Un-
dang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), di antara
kepolisian dan kejaksaan ada
mekanisme pengawasan ver-
tikal dan horizontal, tetapi
tidak menjangkau KPK.

KPK mempunyai mekanis-
me sendiri dalam pengawas-
an kerjanya yaitu melalui De-
wan Kehormatan. Akan te-
tapi, banyak kendala yang
melingkupinya, sehingga dari
sudut  kecepatan  sering
mengalami gangguan.

Untuk meningkatkan ke-
cepatan dan keakuratan dal-
am pemberantasan korupsi
tidak ada salahnya antara ke-
polisian, kejaksaaan, dan
KPK membentuk forum,
seperti Mahkejahipol sehing-
ga pemberantasan Korupsi
akan semakin cepat dilaku-
kan, bukan hanya mekanis-

kepolisian dan kejaksaan,
vang ini pun jarang dilakukan
oleh KPK.

KPK sendiri sejak revisi un-
dang-undangnya, belum ter-
dengar melakukan penyeli-
dikan secara terbuka sebagai-
mana yang biasa dilakukan
oleh kepolisian dan kejaksa-
an. Padahal, kalaupun dalam
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bang 3.
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penyelidikan tersebut terda- | 25%.
pat bukti dan saksi yang ku- - Pastikan kebersi-
rang, dapat dilakukan SP3. han lingkungan.

Dari sini terlihat, KPK
berkeinginan bahwa perkara ruu
korupsi yang ditanganinya PERCEPAT RUU
akan berhasil sampai ke soal kekerasan seksual.

pengadilan. Padahal dengan
mekanisme penyelidikan se-
cara terbuka dan kalaupun
nantinya di-SP3, secara tidak
langsung akan mengurangi
keinginan seseorang yang
berpotensi melakukan korup-
si. Jadi, semacam terapi kejut
terhadap para pejabat publik
untuk tidak coba-coba me-
lakukan korupsi.

Revolusi mental

Hampir semua jenis dan
bentuk korupsi sebagaimana
diatur mulai Pasal 2 sampai
dengan Pasal 14 UU Tindak
Pidana Korupsi telah dilaku-
kan oleh para koruptor ini.
Ironisnya, tidak menjadi
pembelajaran bagi pejabat
publik lainnya. Kejahatan
korupsi terus berlanjut de-
ngan berbagai bentuknya.

Gagasan Presiden Jokowi
tentang revolusi mental se-
benarnya bisa mengurangi
praktik korupsi. Secara se-
derhana, revolusi mental ini
dapat diterjemahkan dengan
berubahnya mental vang ku-
rang baik menjadi baik,
mental yang tidak disiplin
mental

- Kalau bisa ceput,
kenapa harus diper-

sulit?
yang serabutan menjadi

mental yang penuh keter-
aturan, dan sebagainya.

Para pejabat publik yang
biasanya berdekatan dengan
kasus korupsi tinggal meng-
hayati sumpah dan janji ja-
batan serta niat bahwa ja-
batan hanya dipakai untuk
kesejahteraan masyarakat,
bukan untuk memperkaya
diri sendiri dan keluarganya.

Revolusi mental juga harus
dilakukan terhadap legal offi-
cer. Spirit pemberantasan ko~
rupsi juga harus berada pada

« frame yang sama.

Diskon besar-besaran ter-
hadlap hukuman koruptor ti-
dak membantu upaya mem-
berantas korupsi. Apalagi,
alasan pengurangan hukum-
an itu terkadang tidak masuk
akal sekalipun hakim mem-
berikan dalil hukum.***
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